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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Plato adalah pecentus cita negara hukum pertama kali dan
dipertegas oleh Aristoteles!. Konsep Plato bahwa penyelenggaraan
negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum)
yang baik yang diseb n istilah faonibi. Gagasan tersebut
didukung oleh muridnyl B;LeAMkunya yang berjudul
wewmsmmw S5 CNO0O0| OF Law
~“WAristoteles juga mengatakan bahwa suatu negara yang baik
ialah negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan
berkedaulatan hukum. Ada 3 (tiga) unsur dari pemerintahan yang
berkonstitusi yaitu:
1. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum.

2. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan

pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat

! Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, (Yogyakarta : Ull
Press, 2005), him. 1



secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan
konstitusi, dan

Pemerintah  berkonstitusi  berarti  pemerintahan  yang
dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-
tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik (penguasa
tunggal yang berbuat sekehendak hati)?.

Aristoteles mengatakan bahwa  konstitusi merupakan

penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang

dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap

masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan

penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebuts.

Berdasarkan korIstB, Iluﬁ%Mialah negara yang

berdasar_atas._hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machtsstaat). FQJ?'FQIQIL J@uf Slah,auVMr-unsur

negara hukum (rechtsstaat) adalah :

1.

2.

Perlindungan hak-hak asasi manusia.

Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-
hak itu.

Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan,
dan

Peradilan administrasi dalam perselisihan*.

2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2006), him. 2

8 Tahir Azhary, Negara Hukum Indonesia (Jakarta: Ul-Press, 1995), him. 20-21

4 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik (Jakarta : Gramedia,1982), him. 57-58



Bentuk asas kepastian hukum sebagai salah satu unsur negara
hukum di Indonesia vyaitu seluruh aspek dalam bidang
kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk
pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum dan
diwujudkan dengan adanya tatanan yang tertib antara lain dibidang
peraturan perundang-undangan.

Upaya mewujudkan tatanan yang tertib di bidang peraturan
perundang-undangan di Indonesia yaitu salah satunya dengan
menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang *JE’&AMentang Pembentukan
»

Peraturan._Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-
Undang tentang Pembeﬁulg;n P QLQI‘J PeQnﬁamL—u@aV%n).
Dirdalam penjelasannya, disebutkan bahwa Undang-Undang
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan
pada pemikiran bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang
kemasyarakatan, = kebangsaan, dan kenegaraan termasuk
pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan
sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum
yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling

menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan



mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945.

Adapun untuk penegakan tertib hukum diperlukan suatu
kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan dan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang melaksanakan

kekuasaan kehakimarl ILﬂM pengadilan negara
»

tertinggidari_semua lingkungan peradilan, dalam melaksanakan
tugasnya mempunyai k@ug a Qr@nlan@iﬁetjaﬁ@rvgéngaruh
pemerintah  (eksekutif), pengaruh pembuat undang-undang
(legislatif), maupun pengaruh luar lainnya serta melakukan
pengawasan tertinggi atas pelaksanaan peradilan sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung yang telah beberapa kali dilakukan
perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun



1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut Undang-
Undang tentang Mahkamah Agung).

Salah satu fungsi Mahkamah Agung adalah menguji peraturan
perundang-undangan disebut Judicial Review atau hak uji materiil
yang pada prinsipnya adalah suatu hak atau kewenangan yang
dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai
sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap
peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi.

Sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa kekuatan hukum
peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki

sebagaimana dimaksu1 BE\A M.m ayat (1) berisikan

jenis.dan_hierarki peraturan perundang -undangan yang terdiri atas
UUD 1945, Ketetapan aag Q’l@ a\/\QaEn I?ﬁ@aWndang-
Undang/Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah
Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan
"hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-
undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan menambahkan jenis peraturan perundang-

undangan selain sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yang

berbunyi:
“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-
undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) tersebut diakui
keberadaannya dan nyai /'\kekua hukum mengikat
sepanjang pembuatannya diperintahkan oleh Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tl%l@h(&@ll b@ﬁaria-naevééangan.
Dengan“kata lain harus ada perintah atau delegasi dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi sebagai dasar pembuatan
peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat
(1) tersebut atau dapat dibentuk berdasarkan kewenangan.

Melihat penjelasan dari Pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa
maksud dari “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan
urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan. Berdasar Pasal 8 tersebut peraturan yang



ditetapkan oleh Menteri termasuk jenis peraturan perundang-
undangan yang hierarkinya berada dibawah Undang-Undang.

Dalam perkara Nomor 25 P/HUM/2018 di Mahkamah Agung,
OK. Syahputra Harianda yang bertindak sebagai Pemohon telah
mengajukan permohonan pengujian hak uji materiil terhadap Pasal 2
ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat (selanjutnya disebut Peraturan
Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak
Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat) yang

berbunyi “Selain digunaI<BrIuk ﬁlM}agaimana dimaksud

pada.ayat_(1)..pajak rokok digunakan untuk pendanaan program
Jaminan kesehatan nas@ap’—.j h O O | O |—a W

Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah) dan Undang-Undang tentang Pembentukkan
Peraturan  Perundang-undangan. Adapun pasal-pasal yang
digunakan sebagai batu uji dalam Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 26

ayat (1) ayat (2), ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat



(4) dan ayat (5), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal
94 ayat (1) huruf f.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa
ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan yang disebutkan diatas yang
mengatakan bahwa pajak rokok dapat digunakan juga untuk
pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional bertentangan
dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah yang mengatur bahwa pajak rokok merupakan
salah satu pajak Provinsi. Sementara alasan Pemerintah
menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat karena nIsngEp AM Menteri Kesehatan

Nomor. 40 _Tahun 2016 belum mengakomodasi pendanaan untuk
program__jaminan keséﬁtg-:r ma@rg |daDkEbuLhQ \A/sehatan
masyarakat lainnya. Hal ini terbukti dari laporan keuangan jaminan
sosial kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan = yang setiap tahun  cenderung mengalami
defisit/kerugian®.

Untuk itu perlu dilakukan perubahan peraturan melalui
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

agar defisit anggaran BPJS Kesehatan dapat ditanggulangi.

Shttps://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/5h8c446214547b3f6727a710cd62
dae7.pdf. Diakses pada tanggal 12 Juni 2020


https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/5b8c446214547b3f6727a710cd62dae7.pdf
https://bpjskesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/5b8c446214547b3f6727a710cd62dae7.pdf

Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memeriksa dan
memutus perkara tersebut dengan putusan Nomor 25 P/HUM/2017
yang menyatakan menolak permohonan keberatan hak uji materiil
dari Pemohon, artinya bahwa Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat dianggap tidak bertentangan
dengan peraturan diatasnya yaitu Undang-Undang tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis
menetapkan untuk mengkaji dan meneliti tesis dengan mengambil
judul “Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Pajak Rokok Untuk

Pendanaan Program iarBrI KeﬁtMSional (Studi Kasus

Putusan.Mahkamah AguSng Nomor : 25 P/HUM/2018|)_”.
chool of Law
Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan
masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:
1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa
dan memutus perkara uji materiil Peraturan Menteri?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung
dalam memutus untuk menolak permohonan pengujian hak uiji
materiil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 25

P/HUM/2018?



C.

Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

a. Menganalisis dan memahami tentang kewenangan
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus
perkara pengujian hak uji materiil Peraturan Menteri.

b. Menganalisis dan memahami tentang pertimbangan hakim
dalam memutus untuk menolak permohonan pengujian
hak uji materiil peraturan perundang-undangan seperti
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 25
P/HUM/2018.

2. Kegunaan PenelitiIrB LAM

enelltlan ini adalah
waanteﬁg: ool of Law
T Benelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan
secara teoritis mengenai kewenangan Mahkamah Agung
dalam memeriksa dan memutus permohonan pengujian
hak uji materiil Peraturan Menteri dan pertimbangan hakim
Mahkamah Agung dalam memutus untuk menolak
permohonan pengujian hak uji materiil peraturan
perundang-undangan seperti dalam Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 25 P/HUM/2018, bagi para akademisi dan

pemerhati hirarki perundang-undangan di Indonesia.
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b. Kegunaan praktis
Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis
kepada masyarakat mengenai pertimbangan hukum suatu
peraturan diajukan permohonan pengujian hak uji materiil
dan pertimbangan hakim dalam memutus untuk
mengabulkan atau menolak permohonan pengujian hak uji
materiil peraturan perundang-undangan seperti dalam
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 25 P/HUM/2018 bagi
para penegak hukum dan para praktisi hukum di

Indonesia.

D. Landasan Teori dan KeIarB EﬂM

1. Landasan Teori
a.___Teorl Hierarkgegmmr@LQdLan |_8VV
Teori Hierarki merupakan teori mengenai sistem
hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dalam buku
‘General Theori of Law and State” yang menyatakan
bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga
dengan kaidah berjenjang (Stufenbau Theory-Stufenbau
des Recht) yang berbunyi:
‘Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu
susunan daripada kaidah-kaidah (stufenbau des
rechts) di puncak stufenbau terdapat kaidah dasar
dari suatu tata hukum nasional yang merupakan

kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut
grundnorm atau ursprungnorm. Grundnorm

11



merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak,
umum dan hipotesis, kemudian bergerak ke
generallenorm (kaidah umum), yang selanjutnya
dipositifkan menjadi norma  yang nyata
(concrettenorm)”®.

Jimly Assihiddigie menguraikan teori Hans Kelsen
tersebut bahwa analisis hukum, yang mengungkapkan
karakter dinamis dari sistem norma dan fungsi norma
dasar, juga mengungkapkan suatu kekhasan lebih lanjut
dari hukum. Hukum mengatur pembentukannya sendiri
karena suatu norma hukum menentukan cara untuk
membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai

derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya
Itu. Karena, kumgyang, sate valid lantaran dibuat
dengan caraTvBLAwoMsuatu norma hukum
yangwlain, @@ﬁ@l@allm @éﬁg EiraiWnenjadi
landasan validitas dari norma hukum yang disebut
pertama’.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-
lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma
hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan

berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih

tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih

6 | Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di
Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 1990), him.36.

7 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara terjemahan Rasul
Muttakin, (Bandung: Nusa Media, 2010), him179.
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tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu
norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar
(Grundnorm) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk
dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum
selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga
otoritas-otoritasnya  yang berwenang membentuknya,
berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma
yang lebih rendah (inferior) dapat dibentuk berdasarkan
norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum
menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk
suatu hierarki.

Teori HIr'BeEAMierarki norma hukum

ini.diilhami oleh Adolf Merkl yang menggunakan teori Das
doppelte recSt&:nl}a QQJen@nﬁkaL&r@Wa suatu
norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah. Menurut
Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber
dan berdasar pada norma yang diatasnya, tetapi ke
bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi
norma hukum di bawahnya, sehingga suatu norma hukum
itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht) yang relatif,
oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu

tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya.

8 Aziz Syamsuddi, Proses dan Teknik Penyusunan Undang-undang, Cet. I,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), him 14-15.
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Apabila norma hukum yang berada di atasnya dicabut
atau dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang
berada di bawahnya akan tercabut atau terhapus pula.®
Norma dasar yang dimaksudkan oleh Adolf Merki
tidak sama dengan Grundnorm yang dikembangkan oleh
Hans Kelsen. Letak perbedaannya adalah kalau norma
dasar yang dimaksud Adolf Merkl sebagai tempat
bergantungnya norma-norma dibawahnya itu adalah
kerangka berfikir untuk teori jenjang norma hukum, ia
memang dapat diubah (seperti amandemen UUD 1945
sebagai norma hukum tertinggi), sedangkan Grundnorm

menurut HarIs len-itﬂMsuatu yang abstrak,

diasumsikan tidak tertulis dan berlaku secara universal. la
menjadi Iand@r@:@@s@‘nLer@:ﬁm Ida@n\é\él formal
dan ia bersifat meta juristic (berada di luar sistem hukum
dan menjadi landasan keberlakuan tertinggi tata hukum
positif)1°.

Selanjutnya, Hans Nawiasky menyempurnakan
Stufenbau Theory yang dikembangkan oleh Hans Kelsen.
Menurut Nawiasky, bahwa selain norma itu berlapis-lapis

dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara

9 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi
Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), him 41-42

10 | Gde Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan llmu Perundang-undangan di
Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2008), him. 37.
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itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan

norma hukum dalam suatu negara tersusun dalam Tata

Susunan Norma Hukum Negara (die Stufenordnung der

Rechtsnormen) yang terdiri dari 4 (empat) tingkatan, yaitu:

1)

2)

Staatsfundamentalnorm /  Grundnorm  (norma
fundamental negara).

Staatsfundamentalnorm  adalah norma  yang
merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau
undang-undang dasar (staatsverfassung) dari suatu
negara. Posisi hukum dari staatsfundamentalnorm
adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu

konstituli.Btia-tsfﬁrMnorm ada terlebih

dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut
Nawias@ @rm(@r@gjgi Qr]g o]ehaavy Kelsen
disebut sebagai norma dasar (basic norm) dalam
suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai
staatsgrundnorm melainkan staatsfundamentalnorm,
atau norma fundamental negara. Grundnorm pada
dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma
tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau
revolusi.

Staatsgrund Gezets (aturan dasar negara/pokok

negara).

15



Yaitu aturan pokok negara (staats grundgezetz) yang
biasanya dituangkan dalam batang tubuh suatu
Undang-Undang Dasar atau konstitusi.

3) Formell Gezets (undang-undang formal).

Norma yang lebih konkrit
4) Verordnung and Autonome Satzung (peraturan

pelaksana dan aturan otonomi??.

Dengan adanya struktur hierarki  peraturan
perundang-undangan seperti tersebut diatas, keberlakuan
suatu norma hukum yang lebih rendah akan sangat
tergantung kepada norma yang ada di atasnya, yang

menjadi ganIJB\ EuAsMi berlakunya norma

tersebut. Ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh suatu
norma yangalg; bn@iQnLrqu;En Lﬂas\{hén bagi
pembentukan norma yang lebih rendah. Dengan
demikian, suatu norma hukum yang lebih rendah dengan
sendirinya akan tercabut atau tidak berlaku lagi, apabila
norma hukum yang ada diatasnya yang menjadi dasar
dan menjadi sumber berlakunya norma tersebut dicabut
atau dihapus, atau dengan kata lain norma hukum yang

berkedudukan lebih rendah tidak boleh bertentangan

11 Maria Farida Indrati, llmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya,
(Yogyakarta: Kanisius, 1998), him. 39
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dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya yang

menjadi dasar atau sumber berlakunya norma itu.?
Terdapat beberapa hal yang membedakan teori

jenjang norma menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,
yaitu:

1) Teori Hans Kelsen berlaku untuk segala jenis norma,
sedangkan Hans Nawiasky lebih berfokus pada
norma hukum negara.

2) Norma tertinggi menurut Hans Kelsen adalah
grundnorm yang tidak akan pernah bisa berubah,
sedangkan norma tertinggi menurut Hans Nawiasky

adalah It@ltdaﬂM yang dapat berubah

sesuai dengan kondisi dan situasi dari negara yang
Fsanciin 1001 OT Law
3) Hans Kelsen hanya membagi norma dalam jenjang-
jenjang saja, sedangkan Hans Nawiasky juga
melakukan terhadap norma tersebut, tidak hanya
membaginya dalam jenjang.
Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S.
Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen
dan menerapkannya pada struktur tata hukum di

Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata

12 Taufiqurrohman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan
UUD di Indonesia 1945- 2002 serta Perbandingannya dengan Konstitusi Negara Lain di
Dunia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), him 41.
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hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky.

Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia

adalah:

1) Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan
UUD 1945).

2) Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap
MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.

3) Formell gesetz: Undang-Undang.

4) Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis
mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan

Bupati atau Walikota's.

b.  Teori KepastIkaIi AM

nurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem

w— A e Y

aspek ‘seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan
beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.
Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan
yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu
bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam
hubungan dengan sesama individu maupun dalam

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu

13 |bid
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menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau
melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu
dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian
hukum?4,

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian
hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari
hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum
tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak
dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua
orang. Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum
memiliki 2 (dua) segi yaitu dapat ditentukannya hukum

dalam hal yinBﬂlftA Manan hukum. Hal ini

beratrti_pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa
yang menjao&u@ngpsLatgﬁteLer@ ye\éelum ia
memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam
kesewenangan hakim?°.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal
mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian
hukum yaitu:

1) Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu

adalah perundang-undangan.

14 peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008),
him.158.

15 A. Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan
Kepastian Hukum (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009) him. 65
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2) Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan
pada kenyataan.

3) Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas
sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan,
di samping mudah dilaksanakan.

4)  Hukum positif tidak boleh mudah diubah?®.

Berdasar pendapat Gustav Radbruch tersebut dapat

disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan produk

dari hukum dan sifatnya lebih khusus dari perundang-

undangan. Kepastian hukum adalah kepastian tentang

hukum itu sendiri.

PendapIthEaiA)M hukum dikemukakan

pula_oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta

yaitu bahwaaegahilap PQKle Q;Em Lsi@ay\/tertentu

mensyaratkan sebagai berikut:

1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih,
konsisten dan mudah diperoleh (accesible), yang
diterbitkan oleh kekuasaan negara.

2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan)
menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara

konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.

16 Fence M. Wantu, Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011), him. 59

20



3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui
muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku
mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan
tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum
tersebut secara konsisten sewaktu mereka
menyelesaikan sengketa hukum, dan

5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit
dilaksanakan?’.

Syarat-syarat yang disampaikan oleh Jan M. Otto
menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika

substansi ILB\rta Astengan kebutuhan

masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan
kepastian hﬁr@ tga%q ku@ ﬁmgl—(ﬁrvyari dan
mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum
yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum
yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu
mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara
dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem
hukum.

Menurut Tan Kamello, dalam suatu undang-undang,

kepastian hukum (certainty) meliputi 2 (dua) hal. Pertama,

17 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok — Pokok Filsafat Hukum (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2006), him. 85
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kepastian hukum dalam perumusan norma dan prinsip
hukum yang tidak bertentangan antara satu dengan yang
lainnya baik dari pasal-pasal undang-undang itu secara
keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal
lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut.
Kedua, kepastian hukum juga berlaku dalam
melaksanakan norma-norma dan prinsip-prinsip hukum
undang-undang tersebut!®. Jika perumusan norma dan
prinsip hukum sudah memiliki kepastian hukum tetapi
hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi
undang-undang semata-mata (law in the books).

MenurulBhﬂMﬁn hukum seperti ini

tidak__akan dan tidak pernah menyentuh kepada
masyarakatng E;J;LQnQuLurgﬁg Lera(Wdisebut
dengan norma hukum yang mati (doodregel) atau hanya
sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia*®.
Mahmul Siregar mengatakan kepastian hukum itu
harus meliputi seluruh bidang hukum?°. Kepastian hukum
tidak saja meliputi kepastian hukum secara substansi
tetapi juga kepastian hukum dalam penerapannya (hukum

acara) dalam putusan-putusan badan peradilan. Antara

18 Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, (Bandung: Alumni, 2004), him. 117.

19 bid.

20 Mahmul Siregar, Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan
Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia, (Medan: Fakultas Hukum USU,
tanpa tahun), him. 4.
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kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan
hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya
kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi
kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila
kepastian dalam law in the books tersebut dapat
dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-
prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan
keadilan hukum.
Kerangka Konseptual
Pada dasarnya secara konseptual tujuan penulisan tesis
ini yaitu agar penulis memahami tentang hak uji materiil yang

dimiliki oleh MathirB EHABM istilah yang penulis

gunakan.hanya dibatasi antara lain :
. SCNOO| OF Law
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan
hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk
menilai materi muatan peraturan perundang-undangan
dibawah Undang-Undang terhadap peraturan perandang-
undangan yang lebih tinggi.
Sedangkan menurut Jimly Asshiddigie, pengertian uiji
materiil adalah pengujian yang menitikberatkan wewenang

untuk menilai, apakah suatu produk legislatif telah sesuai
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dengan naskah akademik yang berlandaskan faktor
filosofis, yuridis dan sosiologis. Naskah akademik
berfungsi sebagai bahan awal yang memuat gagasan
tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi
muatan suatu peraturan perundang-undangan.?!
b. Undang-Undang

Baik dalam Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(selanjutnyal Bbln- A;\M Presiden tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

memberikan gng;mrgr@rlggdﬁlg Iad@hvéératuran

perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama
Presiden.

Jimly Asshiddigie menyatakan bahwa undang-
undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan
legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum
disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan

undang-undang. Undang-undang  berfungsi  untuk

21 Jimly Asshiddigie, Perihal Undang-Undang, (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada,
2010), hal. 24
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digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk
menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk
menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan,

atau untuk membatasi sesuatu.??

c. Peraturan Menteri
Pengertian Peraturan Menteri disebutkan dalam
Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan vyaitu
“Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah

peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan

materi muatan dalam rangka penrelenggaraan urusan

tertentu dalarl Be '
S chool of Law

—Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang
N
dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang

bersamaan dengan pemungutan cukai rokok

Metode Penelitian

Metode penelitian berperan penting untuk mendapatkan data
yang akurat dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan
sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

22 |bid. hal. 19
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Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penulisan
tesis yang berjudul : Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan
Pajak Rokok Untuk Pendanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 25
P/HUM/2018) adalah yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan
antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang
menyangkut permasalahan yang dibahas.??

Penelitian ini akan menganalisis masalah hukum, fakta,
dan gejala hukum lainnya yang berkaitan dengan pendekatan
hukum, kemudian di peroleh gambaran yang menyeluruh

mengenai masala1yB ﬁ] ﬁ.M

Pendekatan. Penelitian

Pendekatan ﬁ@i@@a@lﬂ@ Jinglaﬁ @engunakan
metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian
hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum,
sitematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum,
dan penelitian perbandingan hukum.?* Penelitian ini meliputi
penelitian mengenai ketentuan hukum positif yang berlaku di
Indonesia yang berkaitan dengan hak uji materiil Mahkamah

Agung.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010),

him. 81
24 |pid
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Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan, yaitu
pelaksanaan atau implementasi ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kontrak secara faktual pada setiap
peristiwva hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna
mencapai tujuan yang telah diinginkan dan tentukan.?®

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama data yang
diperoleh dari masyarakat dan yang kedua data yang diperoleh
dari bahan pustaka.?® Adapun beberapa macam data yang

e R A

a.....Bahan Hukum Primer
Bahan hukurﬁ@h@u@ala r@rfatif'—ya@ WSumber
dari peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah:
1) UUD 1945.
2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung yang telah beberapa kali
dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan

% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), him. 2

26 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990),
him. 11
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3)

4)

5)

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang  Nomor Tahun 2011 Tentang

PemberILB lt;uAMang undangan.

raturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang

=eratur§ @Ih@a@ Un@ﬁ rLda@Wmor 12

-_— Tahun 2011

7

8)

tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
tentang Hak Uji Materill.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2013
tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesehatan

di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
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9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dan

10) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan
judul tesis.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang

mendukung dan memberi penjelasan atas bahan hukum

primer, berupa buku-buku ilmu pengetahuan, dokumen-

dokumen reIrBwIil-kAMtian yang berwujud

dan wawancara?’. Bahan bahan hukum sekunder

w.gunaac;ah QMM e g @Munger

engan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas
dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan

hukum sekunder yang diperoleh dari kamus, pedoman

27 1bid.
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penulisan karya ilmiah, internet, dan informasi lainnya
yang mendukung penelitian?8.
4.  Teknik Pengumpulan Data

Data yang di peroleh dari hasil penelitian yang di dapat
secara langsung pada objek penelitian, yaitu dengan cara studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan penelitian
yang sifatnya litelatur untuk mencari, menemukan dan
menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi,
teori-teori, atau pun pendapat-pendapat ahli yang berkaitan
dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan
penulisan tesis?®,

5.  Metode Analisis IB LAM

Analisis data yang dilakukan dalam_ penelitian ini yaitu
dengan meIakukaS&@k@aleualgtf Lﬁe@qualitatif
yaitu data yang di peroleh secara kualitatif untuk mencapai
kejelasan masalah yang di bahas dengan teratur dan
sistematis®. Data-data yang berkaitan dengan penelitian yang
dilakukan akan dikumpulkan untuk dipelajari dan teliti guna
memahami permasalahan atau objek yang akan diteliti

sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dalam penelitian ini

28 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004), him. 151.

29 |bid.

80 Bambang Mudjianto, Petunjuk Praktis Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta:
Tiarana Lokus, 2014), him.3.
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dan penelitian yang diahasilkan akan mempermudah pembaca

untuk memahami substansi dari penelitian yang dilakukan.

IBLAM

— School of Law
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